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TKI-ku Sayang, TKI-ku Malang

_ SERINGKALI jargon
tersebut kita dengar, dan
setiap klh mendengar serta

kita, benarkah demikian,
mengapa hal tersebut dapat
terjadi, upaya apa yang harus
dilakukan, dan mungkin ber-
bagai pertanyaan yang lain.
Rasanya ten-

melibatkan berbagai elemen
yang saling terkait, yaitu di
negara tempat TKI tersebut
mengalami masalah (host
country) dan dl ncgm lul
TKI itu (Ind

Dan aspek hukum para TKI1
harus memahami kalay dia
bekerja di negara lain, maka
yang dipakai adalah keten-
tuan tenaga kerja negara

adi kalau j

yang ada di lndunesm misal-
nya adalah faktor kemiskinan,
yang dalam banyak hal TKI
dijudikln obyek komersiil
dan lahan basah se-

tang TKI ( khususnya tenaga
kerja wanita) tidak pernah ada
habisnya, tak pernsh lekang
terkena panas, dan tak lapuk

hmgg: mxmbulknn kouﬂnk
antar

baik pcmerlnllh maupun

swasta. Suuau uu dapat

di Hongkong paling tidak dia
tahu aturan tenaga kerja apa
yang beraku di sana, begitu
pula apabila dia bekerja di
Arab maupun negara yang

Selain para TKI harus
memahami budaya negara
setempal, maka TKI juga harus
melaporkan ke KBRI tempat
dia bekerja dan

tindakan Kriminalitas, keke-
rasan, dan sebaguinya, Pada ©
sisi yang lain pelayanan ber-
basis perlindungan meru-

keberadnan perwnlulun RI,
karena Kementerian Luar
A

Negeri i
Perlindungan Hukum WNI dan
Badan Hukum Indonesia. Hal

penjab nndankouscp 3

dittian dan & hatar, 4

ylng dxcnnungkm oleh
1an Luar Negeri.

Melnlul sistem lecsebut,
perwakilan R1'di luar negeri

terkena hujan. Tulisan si
berikut ini mgmukm

hal yang paling tidak hmu
dimengerti oleh para TKI
maupun keluarganya yang
menyangkut persoalan hu-
kum maupun sosial. Hal ini
disebabkan bahwa di lapa-
ngan tidak sedikit TKI me-
ngalami penyiksaan baik
fisik

hu-
kum dan tcklhgus memper-
lemah posisi tawar Pemermtah

tangan, perlu kerja keras dan
kesungguhan baik dari pe-
merintah dan instansi terkait
serta dari TKI itu sendiri.
Adanya Undang undang

dengan

lain. Kontrak yang di- Undnng»Undang no 37 tahun
buat harus dicermati d 1% g gan luar
baik, karena di sinilah hak negeri yang menyatakan bah-
dan kewupbnn para pihak  wa:"Perwakilan Republik
lerg gan jelas. berkewnjiban mem-

Sesuai Pembukm Un- berikan pengayoman, per-
dang-undang Dasar 1945, lindungan, dan bantuan hukum
misi pelindungan wargane-  bagi warga negara dan badan
gara yang diemban oleh NKRI  hukum indonesia di luar negen
adalah mi salsh satu

prieritas dari poliuk luar
negeri. Akan tetapi hal ini
tidak berarti bahwa penr.nn-
tah dapat mencampuri ke-
daulatan dari negara penerima
TKI (host country), karena da-
lam hukum internasional
suatu negara yang berdaulat

diberikannya hak hak norma- No 39 mhun 2004 tentang
tif yang set ya dip n dan Perlindu-
oleh para TKL ngm Temga Kerja Ind
Prinsip mendasar yang ha-  di luar negeni ternyata tidak
rus dipashami adalah jangan dapat mengatasi permasa-
pernah mau menjadi TKI de-  lahan yang ada. Banyak kele-
ngan status ilegal, karena de-  mahan-kelemahan disana sim
ngan status ilegal berp i -dan bahkan dapat jadi
adanya penyimpangan kondi kontra produktif bagi parn
s kefja terutama TKI yang bekerja di luar

yang

nyangkut aspek gaji dan pet-
lindungan TKI. Memang
konsekuensi menjadi TKI le-
gal harus berurusan dengan
birokrasi yang kadang ber-
belit belit serta persoalan
administrasi yang romit—
Permasalahan TKI di. luar

| megeri sangat kompleks dan

negeri. Kelemahan ini tentu
harus dibenahi, agar tidak
merugikan semua kepenti-
ngan atau m:lu.- holders baik
intah selaku regul
dan supervisor, para TKI, pe-
rusahaan pe; , masya-
rakat sem pihak terkait
lainnya.

harus mati  ke-

sesuai dengan peraturan
? ) P

serta hukum dan kebiasaan
. sional”

Kementerian Luar Negeri
sebagai pemegang tanggung
terhadap luar

peran dalam peng Jjob
order dan kontrak kerja,
mengevaluacy para agency,
sertn melaukan program pembi-
naan yang tertata sesual dengan
kebutahan dan lujuiumyn.
Mengingat sistem ini dilaksa-
nakan di negara lain, maka
Perwakilan Indonesia harus me-
matuhj ketentuan dalam Kon-
vensi Wina 1963 (pasal 5 butir
m) tentang hubungan konsuler.
Selain itu juga mendasarkan diri
pada penghormatan asas
teritonial suatu negara.
Ayo TKI tingkatkan ke-

jawab
negen indonesia telah mem-
punyai visi yang jelas, yaitu

kilan indonesia diwujud-

daulatan negara lain .
Dengan demikian apabila
TKI kita mengalami per-
masalahan di luar negeri maka
pemerintah hanya dapat
melakukan perlind

perwi
kan sebagai rumah yang ramah
bagi seluruh warga negara In-
dunesil dalam memberikan

dan
Sebngu contoh KBRI
Si telah kan

dengan melihat apakah TKI
tersebut sudah diperiakukan
sesuai dengan hukum acara
yang benar ataukah tidak, atau
dengan kata lain

apakah TKI kita sudsh ¢ diper-
Inkukan secara adil atsukah
tidak. Jadi tgas KBRI hanya
melakukan pendampingan
dan bukan intervensi.

nslp kepedulian dan keber-
pihakan dalam melakukan
perlind dan F
berbagai masalahyang diha-
dapi oleh TKL. Berbagai per-
soalan TKI di Singapura dan
di berbagni negara lain pada
umumnya menyangkut dis-
harmoni hubungan kerja,
pelanggaran konirak kerja,

ilan dan peng

tem:mg berbagai hal, agar
mempunyai posisi tawar
tinggi, dapat memberikan
kontribusi positip bagi bangsa
dan negara ini, Dengan de-
mikian kita ubah jargon yang
selama ini ada, bukan TKI ku
sayang TKI ku malang, tetapi
TKI ku sayang TKI ku yang

kubanggakan. ®
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